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Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah
yang merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program,
kegiatan, indikator kinerja utama dan pendanaan indikatif.Penyusunannya berpedoman pada

Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) Daerah Kota Denpasar guna mendukung
pencapa ian visi pem ban g u nan Kota Den pasar T ahun 202 1 -2026

Rencana strategis merupakan penjabaran lebih lanjut visi, misi pembangunan
Pemerintah Kota Denpasar .Visi ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan
pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
sebagailembaga pelayanan publik. Selanjutnya dijabarkan tiap tahun menjadi Rencana Kerja
(Renja) yang akan diimplementasikan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan
penahaman modal, perijinan dan non perijinan kepada masyarakat dan dunia usaha.
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l.{.Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah kepada setiap warga negara

dan penduduk sehingga metode dan prosedur senantiasa harus diaktualisasikan sesuai

dengan harapan dan keinginan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparatur

pemerintah khususnya pelayanan di bidang penanaman modal, perijinan dan non perijinan

masih dirasakan belum sesuai dengan yang diharapkan.

Menindaklanjuti penyesuaian nomenklatur perenetnaan pembangunan dan

keuangan daerah sebagaimana termuat pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-

5889 tahun 2021 tentang hasil verffikasi, Validasi dan lventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi,

Kodefikasidan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,

penyesuaian kelembagaan sebagaimana dimuat pada Peraturan Walikota tentang

kedudukan , Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah serta

rekomendasi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

lndonesia yang dimuat pada surat nomor 8/364/44 .05n022 tanggal 7 Maret 2022 perihaL :

Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah Tahun 2021, Perangkat daerah

agar menyusun Rancangan Perubahan Rencana Strategis tahun2O21-2026

Penyusunan Rencana Strategis mengacu kepada RPJMD Kota Denpasar dan

diimplementasikan setiap tahun kedalam Rencana Ke[a Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu satu Pintu.

Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu

Kota Denpasar tahun 2021-2026 merupakan dokumen resmi untuk mengawali kegiatan

dalam memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat kearah yang lebih baik.

Rencana strategis diharapkan dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan

dan penilaian upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Denpasar yang dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja

Tahunan.

Rencana strategis pada hakekatnya disusun sebagai upaya untuk menyiasati

keterbatasan sumberdaya yang dimiliki melalui tahapan implementasi untuk menuiu tujuan

akhir yang hendak dicaPai.
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l.2.Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar 2016-2021 adalah :

a. Undang-undang Nomor l Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar DAUtt

b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

d. Perafuran Pemerintah Republik lndonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

e. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perangkat Daerah

f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Daerah

h. Penturan Mentei Dalam negei Nomor 86 Tahun 2017 tentang fata cara perenelnaan, Pengendalian dan

evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pem-

bangunan iangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara pe-

rubahan rencanepembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah,

dan rencana kerja pemerintah daerah

,. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Yahun 20'19 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

/. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjhn Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja lnstansi

Pemerintah

k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, Validasi dan

lventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasidan Nomenklafur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah

l. peraturan Walikota Denpasar Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 13

tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah

m. per unn Dae/a/h Kob Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 lent,,ng Rencana Pembangunan Jangka

,lenengeh Daerah Semesta Berencana Kot, Denpasar Tahun 2021- 2026

n. peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Ser-

ta Tata Kerja Perangkat Daerah ( Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45 )

O. peraturan Walikota Nomor 56 -fa )n 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar

fahun 2021-2026 ( Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56 ),

p. Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor 903 t 628 I BAPPEDN2022 Tentang Pedoman Penyusunan

Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah T ahur 2021-2026

l.3.If,akcud dan Tuluan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maksud dari penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal

dan pelayanan Terpadu Satu Piniu Kota Denpasar adaleh sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan

pembanglnan untuk mendukung tercapainya visi pembangunan Pemerintah Kota Denpasar pada umumnya

serta terkait pelayanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan khususnya.Adapun tujuannya adalah

sebagai .guidl line, dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

pintuKotj Denpasar yang akan diimplementasikan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan penanaman

modal, periiinan dan non perijinan kepada masyarakat dan dunia usaha
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l.4.Sistematika Penulisan
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Untuk memudahkan memahami Renstra Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar, maka disusun sistematika penulisan
sebagai berikut :

Bab l. Pendahuluan

Pada Bab I ini diuraikan hal-hal sebagai berikut :

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

Bab ll. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Bab ll ini diuraikan hal-hal sebagai berikut :

ll.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
ll.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
ll.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
ll.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab lll. Permasalahan dan lsuJsu Strategis Perangkat Daerah

Pada Bab lll ini diuraikan hal-hal sebagai berikut :

lll.1. ldentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah

lll.2. Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih

lll.3. Telaahan Renstra l(L dan Renstra
lll.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup

Strategis
lll.5. Penentuan lsu-lsu Strategis

Bab lV. Tuiuan dan Sasaran

Pada Bab lV ini diuraikan hal-hal sebagai berikut :

lV.'1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan

Pada Bab V ini diuraikan hal-hal sebagai berikut :

V.'t. Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah

Bab Vl, Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada Bab V I ini diuraikan hal-hal sebagai berikut :

Vl.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

Bab Vll. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada Bab Vll ini diuraikan hal-hal sebagai berikut :

Vll.1. lndikator Kinerja Utama
Vll.2. lndikator Kineija yang mengacu pada lndikator Kinerja Daerah Kota

DenPasar

Bab Vlll. Penutup
7
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

4oauH

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar Kota

Denpasar sebagai PTSP terbentuk dari sebuah proses dalam rangka Pemerintah Kota

Denpasar mencari pola dan bentuk yang terbaik dalam memberikan pelayanan perijinan

kepada masyarakat / stake holdemya. Proses tersebut diawali dengan pembentukan :

l. Sekretariat
Bersama
Pelayanan
Terpadu
(SEKBERYANDU)

Pehyanan pubft khususnya pehyanan perflnan sebagi upaya unluk menigkatkan k*ejahleraan masyarakal

merupakan ubh salu korajhan pmerlnhh. Dbisi hin masyarakat dan dunb watn sebagai ptnk yang

dihyani menunlut untuk rrndapttan pbyanan yang lebh bait hL hal btilerhat dad kehhan kefuhan yary

dbampatan le*at datgan phyman pe{iun anlan hh :

' Pebyanan yang berbet+el
'lilak lnnEaran
. tlbya lipgi

Vlhlikota Denpasar nnhlui Keputusan Vitalkolanudya KDH lingkat ll Denpaw Nonror 524 Tahun 1998

Membentuk Sekretarial Bersann Pehyanan Terpadu (Sekberyandu) untuk npmberikan pehyanan secara

lerpadu pada satu lempat oleh beberapa Satuan Kerla Perangkal Daerah (SKPD ). Pembenlukan sekberyandu

masih ncngandung beberapa kelennhan, antara hin masih terdapal lokel pebyanan periiinan/non priiinan di

SKPD terkait, persyaralan dan mekanbme yang nrasih berbelit-belil dan paniang, waklu yang hnn serla biaya

yang linggi.

o
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ll. Unit
Pelayanan

Terpadu ( UPT )

Merespon keluhan masyarakat dan dunia usaha,
pada tahun 2OO6 Pemerintah Kota Denpasar

melaksanakan revitalisasi pelayanan terpadu yang menangani periiinan
dengan membentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT) seqagai uPaya
meningkatkan fungsi pelayanan periiinan yang sebelunya dilaku-kan me'
hlui Sekberyandu. UPT dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota
Denpasar Nomor 3 tahun 2OO6 tentang susunan Organisasi dan Tata
l(eria Unit Pelayanan Terpadu Kota Denpasar.

UpT Memberikan pelayanan secara terpadu pada satu tempat oleh
beberapa Satuan Keria Perangkat Daerah ( OPD ) - di --lingkungan
Pemerihtah l(ota Denpasar sesuai kewenangannya dan dioperasikan
secara resmi oleh Bapak Walikota Denpasar pada tanggal 2 Pebruari
2006.

Pembentukan UPT ini telah didahului dengan penyederlranaan pela'
yanan pediinan yang merupakan hasil kaiian terhadap -upaya de'
6irokraiisaii dan d-regutasi penyelenggaraan pelayanan periiinan yang
mencakup l{ (sebehs) bidang periiinan yang tertuang dalam Peraturan
Walikota-Nomir 16 tahun 2O05 tentang Pelaksanaan Penyedertanaan
Pelayanan Perijinan dilingkungan_ Pemerintah Kota Denpasar. Materi
peny:ederhanaai menyasai 3 (tiga) aspek yaitu; menyederlran-akan per'
iyaiatan administrasi, mempercingkat waktu penyelesaian dan mera-
sionalisasikan baaya.

I

I
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Ket : Foto UPT
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lll.Dinas Perijinan
Kota Denpasar

Ket : Foto Dinas Peiiinat

Bahwa memperhatikan perkembangan dan dinamika pembangunan
di Kota Denpasar pasca dilaksanakan pelayanan periiinan oleh UPT ser-
ta mempertimbangkan harapan masyarakat yang sangat positif ter-
hadap pelayanan perijinan serta adanya dukungan dari Legislatif agar
lembaga UPT ditingkatkan status meniadi Lembaga yang Difinitif dan
Otonom dalam rangka pelayanan periiinan maka perlu dibentuk Dinas
Periiinan.

Dinas Perijinan Kota Denpasar dibentuk berdasarkan Peraturan Dae'
rah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2OO7, tentang Pembentukan Organ-
isasi Dinas Periiinan Kota Denpasar. kemudian diubah dengan Peraturan
Daerah llomor 2 Tahun 2(Xl9 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2OOE tentang Organisasi dan Tata Keria
Dinas Dairah Kota Denpasar. Dinas Perliinan dibentuk sebagai upaya
untuk mewuludkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bebas
KKN (Good Governance dan Clean Government) sebagai implementasi
dari iencana Aksi Daerah (RAD) yang merupakan tindak laniut dari MOU
(Memorandum Of Underctanding) lntara Pemerintah Kota Denpasar
iengan BPl(, KPXr MENPAN dan BPKP dalam meningkatkan kualitas pe'
layanan publik.
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Bahwa sejalan perkembangan kebijakan terkait dengan pembentukan kelembagaan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka diadakan penataan dan penguatan kelembagaan di
lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, dimana terjadi perubahan kelembagaan terkait
Pelayanan Perijinan sampai dengan sekarang dengan menindaklanjuti kelembagaan Di-
nas menjadi badan yang diletapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar no-
mor 14 tahun 2012.

Perubahan peraturan daerah tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan kelem-
bagaan pada pptsp yang semula berbentuk dinas meniadi badan. Perubahan kelem-
bagaan tersebut juga mengakibatkan perlunya perubahan regulasi pelayanan perijinan di
kota Denpasar.
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V. Dinas Penanaman Modal dan PTSP
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Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah maka diadakan penataan dan penguatan kelembagaan
di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, dimana terjadi perubahan kelembagaan terkait
Pelayanan Penanaman Modal, Perijinan dan non perijinan dengan menindaklanjuti

kelembagaan badan menjadi dinas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Denpasar Nomor 8 Tahun 20{6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Denpasar

Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok

melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kota Denpasar dibidang penanaman modal, periji-

nan dan non perijinan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

a. Merumuskan dan merencanakan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pela-

yanan Terpadu Satu Pinfu

b. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki

d. Melakukan koordinasi dengan lnstansi terkait dalam pelaksanaan urusan pemerintah di

bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan

yang berlaku

e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada masyarakat.

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2I



IVIAL PELAYANAN
PIJBLIK KO]-A
DENPASAR

Berdirinya Mal Pelayanan Publik (MPP), dinilai sebagai langkah pembaharuan bagi
sistem pelayanan publik di lndonesia. MPP dianggap lebih progresif memadukan
pelayanan dari pemerintah pusat, daerah, dan swasta dalam satu gedung. MPP juga
merupakan salah satu cara untuk mewujudkan percepatan pelayanan, akurasi
pelayanan, dan fleksibilitas kerja. Oleh karena itu, dengan hadirnya MPP juga
diharapkan mampu membentuk ASN modern yang memiliki pola pikir untuk berkinerja
tinggi, dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik.

Pemerintah Kota Denpasar akhirnya melounching Mal Pelayanan Publik (MPP)
pada tanggal 12 Pebruari 2018 yang berada di bawah Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP)
merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik lndonesia Nomor 23 Tahun 2017 Sebagai bentuk
peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan dalam upaya
menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan
nyaman dengan pengintegrasian pelayanan publik.
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MAL PELAYANAN PUBLIK
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PERIV|ENPAN RB
f-. Peraturan lvlentera PendayagLrnaa n

Aparatur Negara dan Reforrnasi
Birokrasi Republik lndonesia Nornor 23
Tahun 2OL7 Tentang Penyelenggaraan lVlal
Pelayanan Publik-

2. Keputusan lVlenteri PendayagL.rnaa n
Aparatur Negara cJan Reforrnasi Birokrasi
norl.ror 11 Tahun 2018 Tentang Penetapan
Lokasi Penyelenggaraan lVIal Pelayanan
Publik

1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 5 Tahun 20L8 Tentang

Mal Pelayanan Publik Sewaka Dharma

2. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.451160/HKlzOt9
Tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Mal Pela-

yanan Publik Sewaka Dharma

3. MOU antara Pemerintah Kota Denpasar dengan lnstansi

Penyelenggara Pelayanan Publik yang tergabung pada Mal

Pelayanan Publik

4. Perjanjian Kerjasama antara DPMPTSP Kota Denpasar

dengan Penyelenggara layanan yang tergabung di MPP

Dasar Hukum
VI PP

14



1. Kantor Wllayah Dircltorat Jendral Pajak Bali

2. Kantor Wilayah Kornentrian Hukum dan Hak Asasi lranusia

3. Kantor Kejaksaan Negeri Denpasar

1, Kepolisian Resort Kota Denpasar

5. Kantor Pertanahan Kota Denpasar

6. Kantor Pengadilan Negeri Denpasar

7. Kement tian Agama

4oaurt

1. Kantor BPJS Kesehatan Cabang Denpasar

2. Kantor BPJS Ketenagakerjaan Bali

3. PT. Bank Pembangunan Daerah Bali

4. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar

5. PT. TASPEN (Persero)

6, Badan Narkotika Nasional (BNN) Denpasar

7. PT. PLN (Percero)

Kantor UPTD Pelayanan Paiak dan Restribusi Daerah Provinsi Bali ( Kantor

Samset)

Kementerian I Lembaga

Dina3 Ponanaman todal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Denpassr

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasal

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebercihan Kota Denpasar

Dinas Perinductrian dan Perdagangan Kota Denpasar

Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Denpasar ( Perubahan Akun/ user

sampai pelaku usaha dapat molakukan proses pengadaan batang/jasa)

Dinas K€ehatan Kota Denpasar

Satuan Pollsi Pamong Praia Kota Denpasar

Dinas Pekeriaan Umum Penataan Ruang Kota Denpasar

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Peftahanan Kota Denpasar 1 5
Dinas Sosaal Kota Denpasar

1

t.
2.

3.

1.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

INSTANSIYANG
TERGABUNG
DATAM MPP

Badan Layanan / BUMN / BUMD / Swasta

Pemerintah Provinsi Bali

Pernerintah Kota EDenpasar



lnformasi Seluruh layanan sudah tersedia di MPP Kota Denpasar yang melalui
manual maupun Online yang dapat diakses di website, lnstagram, Facebook

DPMPTSP Kota Denpasar.
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Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Denpasar seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota
Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Denpasar terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat

a. Sub Bagian Umum dan Keuangan
b. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Koordinator jabatan fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman ilodal

4. Koordinator iabatan fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Ter
padu Satu Pintu

Sedangkan bagan struKur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Torpadu Satu Pintu Kota Denpasar sebagai berikut :

l8

a

ILl. Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah



U
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OALAH

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN
KEUANGAN

KELOMPOK JABATAN FUNCSIONAL DAN
PELAKSANA URUSAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

KELOMPOK JABATAN FUNCSIONAL
DAN PELAKSANA URUSAN

PENANAMAN MODAL

UPTD

l9

al

I STRUKTUR ORGANISASI



Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas

4oauH

A. Kepala Dinas

Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas
Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
Mempunyai fugas sebagai berikut :

Menetapkan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sa-
tu Pintu serta Mal Pelayanan Publik berdasarkan Rencana Strategis Dinas se-
bagai pedoman pelaksanaan tugas;
mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Mal Pelayanan Publik sesuai dengan
program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai
sesuai rencana;
Membina bawahan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu serta Mal Pelayanan Publik dengan cara mengadakan rapaU
pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Penanaman Mod-
al dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Mal Pelayanan Publik sesuai dengan
tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta Peraturan Perundang
-undangan untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas
menyusun dan Merumuskan kebi.jakan di bidang Penanaman Modal dan Pela-
yanan Terpadu Satu Pintu, Mal Pelayanan Publik serta menyelenggarakan ad-
ministrasi pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dimiliki sebagai pedoman
melaksanaan tugas;
melaksanakan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu serta Mal Pelayanan Publik sesuai dengan kewenangan yang dimiliki
untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pelayanan publik;
melaksanakan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penanaman Modal dan Pela-
yanan Terpadu Satu Pintu serta Mal Pelayanan Publik sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pelayanan publik;
melaksanakan administrasi dinas di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu serta Mal Pelayanan Publik serta sehingga sesuai dengan
mekanisme, prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan;
melaksanakan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Mal Pelayanan Publik sesuai dengan Pera-
turan Perundang-undangan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pelayanan
publik;
inengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Penananaman
Mod;l dan Peiayanan Terpadu Satu Pintu serta Mal Pelayanan Publik dengan
cara membandingkan antaia program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan
sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
meny-usun laporan pelaks6naan tugas di lingkungan Dinas Penananaman Modal
dan Felayanin Terpadu Satu Pintu serta Mal Pelayanan Publik sesuai denggn
kegiatan yang tetah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kineria;
dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun
tertulis

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

s
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d.
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B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Sekretariat terdiri atas:

Sub Bagian Umum dan Keuangan
Kelompok Jabatan Fungsional

1

2

OALAH

a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan
rencana program Dinas Penananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, Mal Pelayanan Publik serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat
sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas
yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di ling-
kungan Sekretariat sesuai Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang

bedaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berka-

la sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku
untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

e. mengoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan
tugas - tugas bidang serta memberikan pelayanan administratif sesuai
dengan progEm kerja yang telah ditetapkan dan Peraturan Perundang-

undangan agar terjalin sinkronisasi perencanaan Pemerintah Kota dengan
perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

serta Mal Pelayanan Publik;
f. melaksanakan pengelolaan urusan Kepegawaian sesuai dengan Peraturan

Perundangundangan untuk mewujudkan sistem pengelolaan administrasi dan

kepegawaian yang baik;
g. melaksanakan pengelolaan urusan program dan perencanaan sesuai dengan

PerahJran Perundang-undangan untuk mewuiudkan sistem perencanaan pem-

bangunan yang baik;
h. melaksanakan pengelolaan urusan umum dan keuangan sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola keuangan

yang baik;
i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara membandingkan

antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai

bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
j. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang

telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat; dan

k. melaksanakan fugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan mau-

pun tertulis.

21
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Sekretariat DPMPTSP mempunyai tugas sebagai berikut:



I
:c KOORD]NATOR JABATAN FUNGSIONAL DAN KELOMPOK JABA-

TAN FUNGSIONAL PENANAMAN MODAL (ANALIS KEBIJAKAN
AHLIMADYA}

Koordinator jabatan fungsional (Analis Kebijakan Ahli Madya) di bidang penanaman modal

memiliki tugas:

a. menyediakan informasi terkait perumusan masalah kebfakan;

b. merumuskan isue-isue kebijakan ke dalam rumusan masalah kebijakan;

c. melaksanakan Pemantauan dan evaluasi implementasi KebUakan;

d. penyusunan naskah akademik;

e, menydiakan rekomendasi kebUakan;

f. menyediakan informasi terkait perumusan masalah kebUakan

S. melakukan uji publik rancangan rekomendasi kebijakan

h. melakukan kerjasama dan konsultasi dengan pejabat publik dan pemangku

kepentingan

i. menyelenggarakan konsultasi , dialog dan diskusi dengan para pemangku

kepentingan untuk memperoleh tanggapan terhadap usulan rancangan ke-

bijakan;
j. melakukan konsultasi, dialog dan diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk

memperoleh tanggapan terhadap keb'tjakan;

k. melakukan advokasi kebijakan;

l. melakukan diseminasi kebUakan;

m. menyampaikan gagasan kebijakan kepada pemangku kepentingan;

n. hasil kajian yang dipublikasikan dalam bentuk: Monograf, Buku referensi tingkat nasion-

al, Buku referensi tingkat intemasional, Artikel dalam jumal ilmiah tidak terakreditasi,

Artikel dalam jumal nasional terakreditasi, Artikel dalam jumal intemasional;

o. hasil kajian yang disajikan/dipresentasikan pada tingkat: Nasional, Internasional; dan

menulis artikel di media massa

Tugas tambahan:

. Perencanaan kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

o Pengelolaan kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

o Pengendalian kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Oatltt

r'lt
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I
D. KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (ANALIS KEBI]AKAN AHLI MADYA

Koordinator jabatan fungsional (analis kebijakan ahli madya) di bidang pelayanan
terpadu satu pintu mempunyai tugas :

OaUett

a. menyediakan informasi terkait perumusan masalah kebijakan;

b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pengendalian

Merumuskan isue-isue kebijakan ke dalam rumusan masalah keb'tjakan;

c. melaksanakan Pemantauan dan evaluasi implementasi Kebijakan

d. penyusunan Naskah Akademik;

e. menyediakanrekomendasikeb'tjakan;

f. melakukan Fokus Group Diskusi kepada pejabat publik dan pemangku kepentingan terkait

dengan isu, masalah dan atau kebijakan;

g. melakukan uji publik rancangan rekomendasi kebijakan;

h. melakukan kerjasama dan konsultasi dengan pejabat publik dan pemangku kepentingan

i. Menyelenggarakan konsultasi , dialog dan diskusi dengan para pemangku kepenUngan

untuk memperoleh tanggapan terhadap usulan rancangan kebijakan;

j. melakukan konsultasi, dialog dan diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk

memperoleh tanggapan terhadap kebfiakan;

k. melakukan advokasi kebUakan;

l. melakukan diseminasi kebUakan;

m. menyampaikan gagasiin kebijakan kepada pemangku kepentjngan;

n. hasil kajian yang dipublikasikan dalam bentuk: Monograf, Buku referensi tingkat nasional,

Buku re:ferensi Ungkat intemasional, Artikel dalam jumal ilmiah tidak terakeditasi, Artikel

dalam jumal nasional terakreditasi, Artikel dalam jumal intemasional;

o. hasil kajian yang disajikan/dipresentasikan pada tingkat: Nasional, Intemasional; dan

menulis artikel di media massa

Tugas Tambahan:

. Perencanaan kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

o Pengelolaan kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu'

. pengendalian kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
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ll.2.Sumber Daya Perangkat Daerah t

OALAH

Jumlah pegawai yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Denpasar sebanyak 187 orang. Terdiri dari PNS sebanyak 59 orang, dan
Tenaga Kontrak 128 orang . Adapun Golongan PNS, dapat dilihat dari tabel 2.1 berikut:

GolongNn lVc M lve Iltd lllc IIIb lIIr ltd IIc TOTAI,

Jumhh
(orsng) I I 6 29 4 l0 '7 7 59

Laki-Laki Perempuatr

I l2 75 t87

Tenaga Kontrak sebanyak 128 orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Tenaga operator komputer
2 . Administrasi
3. Teknisi mekanik dan listrik
4. Sopir
5. Tenaga Kebersihan
6. Kebun
7. Tenaga keamanan
8. Tenaga caraka

1 orang
7l orang
l orang
5 orang
1 8 orang
10 orang
22 oratg
I orang

?
\

SDM

I

Tot!l

r -"-:__*_-*. -!
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I
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I
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ASET DAN EKUITAS

No. Uraian Jumlah
2021 2022

1 2 3 4

I Aset

Aset Lancar

Persediaan

. ATK

-Alat kebersihan

-Cetak

- Benda pos

- Bahan Komputer

-Alat listrik

-Lainnya

Jumlah

y'umlah lnvestasi Jangka Paniang

Aset Tetap

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

palan, lrigasi dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya

Kontruksi dalam pengeriaan

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

-Penyusutan aset tetap peralatan mesin

-Penyusutan aset tetap gedung dan bangunan

-Penyusutan aset tetap jalan, irigasi dan bangunan

-Penyusutan aset tetap lainnya

lumlah Aset Tetap

Aset Lain-lain

Aset Tak Berwujud

AmortisasiATB

Jumlah Aset Lainnya

65,394,593,345.39

42,224,58/.OO

42,22a,Sli/,.OO

15,484,280.00

751,804.00

25,537,500.00

420,000.00

35,000.00

63.s43.016.855,71

a7.157 .657,@

17.357.657,(x)

5.851.453,00

4.s86.2s0,00

880.000,00

4.993.890,00

476.634,OO

569.430,00

42,228,58/,.OO L7.357 .657,N

73,426,540,775.28

77 ,L24,456,987.71

677,709,499.OO

96,925,000.00

(25,168,519,233.60)

(11,499,191,749.50)

(14,464,951,111.0O)

(108,241,373.00)

(96,13s,000.00)

63.4o7.951.2l4,71,

L4.967.679.275,28

77,124,456,987.71

678.L33.749,OO

96,925,000.00

129.4s9.24!.797,2a1

{.r3.226.3L8.L17,28)
(16.010.190.8s1,00)

(126.599.829,00)

(96,13s,000.00)

63.N7.951.214,71

195,251,734.00

776,73t,OOO.OO

(581,479,266.00)

117.7o7.9A4,@

776,73L,OO0.OO

(6s9.229.266,00)

195,251,734.00

65,394,593,3/t5.39 63.543.016.855,71

iiban Jangka Pendek

Utant Belania Pegawai

ng kekurangan gajiCPNS menjadi PNS

Utang Belania Barangflasa

Utang Belanja TelePon

Utang Belanja Air

Utang Belanja Listrik

Utang lnstalasi lndovision

Jumlah lGwallban iangl<a P€ndek

Kewaiiban iangka paniang

Jumlah Kewaiiban iangka Paniang

85,564,445.00

85,554,446.00

2,2A4,026.OO

2,284,026

83,280,420.OO

2,899,163.00

134,700.00

80,054,157.00

192,400.00

85,564,445.00

191.421.576,00

191.421.575,q'

93,921.576,00

2.489.959,00

1s9.200,00

91.087.517,00

184.900,00

93.921.576,00

Jumlah Kewajiban 85,564,446.O0 19r.421.576,OO

l EKUITAS

Ekuitas 65,309,028,900.39 63.3sL.595.279,71

Jumlah Ekuitas 65,309,028,900.39 $3sLe6.27s,71

umlah Kew. & Ekuitas 55,394,593,346.39 63.543.016.855,71

65,157,113,028.39

65,157,113,028.39

tt7.t07.986,w

Jumlah Aset



ll.3.Klneria Pelayanan Perangkat Daerah

NO lndlkator xine.ia lesuai
Tugas dan Funtsi PD

Target
NSPK

TarSet
IKK

Target
lndi*ator
lalnnya

Tartet Renttaa Perantkat Oaerah tahun Reallsasi capa ian tahun Raslo capaian tahun

20t7 2018 20L9 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (s) (5) t7) (8) (s) (10) (11) (12) (13) 114) 11s) (16) (171 {18) (19) (20)

1 Persepsi masyarakat
terhadap lualitas
pelayanan perijinan dan
penanaman modal

{SuNey xepuasan
Masyarakat )

Nllai
75

NilaiTT NilaiT9 Nilai80 Nilai 80 Nilai
19,2s

Nilai
83,20

Nilai

44,12

Nllai
87,85

80,34 105,66 108,05
v6

106,48
v"

109,81
%

2 75% &% 85% 90% 100 % 100 % 1@% 100 % lm% 133,33
%

125 % 1t7,g
%

111,11
,$

3 Persentase kesesualan

\i/aktu pemrcsesan ijln

dlbandlnBkan denSan

ianjllayanan

70% 70% 75% 80% 80% 85,56 95,42 % 88,83 % 92,s6 % L22,73
%

136,31
%

118,44
%

r15,7
%

4 3
Medla

3 Media 3 Media 3 Media 3 Media 3 Me-
dia

3 Media 3 Media 3
Media

100 % 100 % 100 % 100 %

5 Persentas€ peningkatan
jumlah investor luar
daerah diKota Oenpasar

Penint
katan
2%

Penintk
atan 2

%

PenlnBk

atan 2

%

PeninSk

atan 2
,4

PenlnS-

katan
21,42

%

PeninS-

katan
739,13

% 35,84 %

Penlng-

katan
2.655 %

1.O7t
*

11.955
%

6 Persentase peninBkatan
jumlah investasi di Kota

Denpasar

PeninS

katan
z

PeninSk

atan 2 %

Penlngl
atan 2

%

Peningk
atan 2

,6

Penintk
atan 2

%

PenlnS-

katan
34,30

96

Penurun
an 27 ,79

%

Peningk

atan

63,49%

Penuru

25,77 %

Penur
unan
27,57

%

1.715
%

3.L74,5
%

7 Pe6entase p€nurunan
pelanrSaaan terhadap
kebljakan penanaman

modal, perljinan dan non

D€rlilnan

Penur
uaan 5

Penurun
an5%

Penuru
nanS%

Penuru
n.an59i

Penuru
nan5*

Penuru
nan

27,74
%

Penurun
an 5,19

Penuru
nan

49,66 96

Penuru
nan

27,7a%

554,8
%
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Tabel 2,5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penananoman Modol dan PTSP Kota Denpasar
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Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penananaman Modal dan PTSP Kota Denpasar Tahun 2017-2020

Rasio antara realisasidan ang8aran tahunRealisasi angSaran pada tahun Rata rata
pertumbuhan

2019 2020 2021 2019 2020 202r AngBa Reali5asi20182019 20202018

(12) (13) (14) (1s)17) (8) le) (10) (11) (16) (17) (18)(4) (s) (6)(3)t2)(1)

5,164.967.70
3

81,'13 93,12 93,6t3,1t7,319,18
0

3.534,368,45
o

3do7.171.O2
2

4.060,8!a,14
0 5

3.923.324.10 3.79t,460.00
o

(.,i.trn P.Ly. n Aiminista,

1,001,407,30
0

1.361.077.33
0

17,8' 78,16 8t33 47,171"665.650.07
1

1,121,2:14,402,089.t10.00
0

1,159,300.@
0

l.ahh F.ilnrr.t . s.trh. d.h

63,36 97,19 94,2386.53!.733 7t7 ,516_222,172.000.000 203500.000(.lrt.n P.nll|ht.. l(rp8ft $

1@113,500,000113.500,000(.aht n Bld6k P.natmbrni.n
K.rnb.di.n Ap.ntur 0ln.s
P.^.n.m.n Mod.l d.n PTsP

42,5754,200.000(.ai.t.n P.ryBun.. trpoh.
crp.Ln xh.rl. d.t lkhder

38.560,400(.al.trn P.rryutun.n P.IPodn

10s.435.000 15 320.000 94,50 95,48 41,36 16,55214.995.000 126250,000132.225.000 124125.000 21.320.000227.500@0x.!l.t n P.!y$!n.n S.rnnktll

Ll,29 50,AOl(.3l.tln r.d.t.n.n P.h,.du..

95,19 83,9935.120.000 205.500.00035.120.0@ 210.250.000351.000000 101.200.000x.al.r.n Opdm.lr{31 P.o.rfi .t.n
T.knololorl 1^Lm$l 0.|.fr

27593.600 82,04 83,3841 161.200 47.35230052.345.000 33.045 00050.170.000x.3htln P.nrntk t.n av.lqrl
P.l.y.nrn l.dirEn x.rtd.

@,r9 91,4133000.00029500.0@75 012 000

4t,7471,999.900139,150.000X.lht.n Opdm.lls$i P.nl4k l!n
P.l.yrn.n P.nrn.fi .6 Mod.l dr^

184.255.000190.545.00OX.!l.t.n P.Ly.n.n P.rltln.n d.n
Non P.rlzinr n c.6 t.rp.d! S.tu
Pinru dlbld.nr P.n..rnrh Modtl
y.l| m.nj.dl x.w.nrryrn D..nh

57.@0.0@(.al.bn P.[.bl..n D.t.d.n

^loft.i P.n.lhrn d.n Non

P.rl.l..n y.{ T.Iht.irti P.dr

Tidt.r D..dh tbuprr.n/ (or.
I'1.087,601-'r

83
Admln&tatr l.u.rtr . P. tk.l
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Uraian Anggaran pada tahun Realisasi anggaran pada tahun Raslo antara realisasi dan anggaran
lahun

Rata rata

Pertumbuhan

2077 2018 2019 ?o20 2027 2017 2078 2019 2020 2021 20L
7

20L
8

2019 2020 202r Anggara Realisasi

(1) (2) (3) (s) (6) 11) (8) (e) (10) (11) (12) {13) (14) (ls) (16) lLTl (18)

(.,I.t.n P.nhik.t n kdrdlml D.n
x..l.r.h. Ol Brd.ht P.dn.mrn
M6d.l D.r!.n l.rt.tul P.m.nntrh

90.1r0,000 99.110.0m 29 350.000 14.600 000 84,11 15,19 4a,91

K.al.r.n Promotl P...n.n.n Mod.l 220.633.300 223.260.900 9t,t4 9s,06 94,35

t tl.t n t m.nt.ll.n d.r 29.475.000 29.750000 29.250.000 ltb 93,32

{.alrl.n P.nbln..n P.dh.m.n 37115,000 15.150.000 22,110.000 15 150.000 99,89 93,65

x.al.t n P.nYutunrn l(.ji.h Nrl.r
lnv. Eldi&trD.np.er

111.200.000 99,42

X.al.tr n P.ny usun.n R. nc.r. ll m um

P.n.n.h.n Mod.l 0..nh

l(.,lrt.n Sorl.llotr x.blj.k.n
P.n.h.mn Modrl X.p.d. 0unL

37.9@.000 73.929.800 ,!,83 33,32

K.ai.rn (.Jl.n P.rk.mb.narn
R.rli$l P.n.dm.n Modrl dl (otr

116.050.000

x.al.t.n Frlllr.ri P.nvusun.n P6dul
Hukum P.Mn.fr.n hod.l

X.rl.t.nP.mn drvu w.hr d..ah
di bld.ra p.n.n.m.h mod.l

23.925,000 23.925.000

I4l.tan P.mbu.trn l.L Po!..r|
rnv.tr.!l K.bup.t.6/ iotr

113990.000 110,0{5,0
00

96,54

x.al.l.n P.nt nd.ll.n P.l.k..nr.n
P.n.nrmrn Modtl't,! m.nl.dl
k.w.n.ntrn d.!nh k.bup.t.n / kot.

3 ,545,7
12

x.tl.trn P!ny.b.rlq.,.n nlornsl 156450.000 113.200.00 133.913,000 134 479 000 143.350.000 113.200.00 82,2t 95,14
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Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Denpasar Tahun 2021

BELANJA DAERAH

I Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten / Kota

I Kegiatan Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

14.087.601.483 13.0 t6.509.734

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjan-
gan ASN

14.087.601.483 | 3.016.509.734

2 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat
Daerah

963.365.304 864.159.032

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen ln-
stalasi Lisrik/ Penerangan Lampu Kantor

71.145.268

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

422.982.300 87,31

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga

287.842.464

44.E69.000

37.320.000 100

) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Uru-
san Pemerintah Daerah

5.038.098.677

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komu-
nikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

964.038.45',7 63.92

353.505.000 91,73

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

3 .720 .555 .220

4 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Dae-
rah Penunjang Urusan Pemerintahan Dae-
rah

1.130.355.000 969.911.922

351.255.000 287.616.080

Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Cedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

779.100.000 682.295.842 87,57

1 Progam Pengembangan lklim Penanaman
Modal

I13.990.000 I10.M5.000 96,54

I Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi
Kabupated Kota

I r0.045.000 96,54

Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan
Peluang Usaha Kabupaten / Kota

I10.045.000 96.54

No Uraian Anggarar psda ta-
hun 2021

Realisf,si Anggarin
Tahun 2021

Rssio antrra reaF
isasl dan anggaran

tahur 2021

82,40

82,40

89,70

72.615.608 9't .98

484.44t.380

302.798.3t6 95,06

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan

66.190.000 6'1.79

Sub Kegiaran Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang Undangan

37.320.000

5.648.480.696 89.19

t.508.200.000

Sub Kegiatan Penyediaan jasa Peralatan
dan Perlengkapan kantor

361.705.000

3 .77I .57 5 .696 98,46

85,81

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeli-
haraan, Biaya Pemeliharan, Pajak dan Per-
izinan Kendaraan Dinas Operasional atau
t^apangan

81.88

I 13.990.000

r 13.990.000
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96,70r90.545.000 1E4.255.000

96,70r90.545.000 184.255.000Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Per-
izinan Se.cara Terpadu Satu Pintu dibidang
Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota

I

184.255.000 96.70190.545.000Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan
Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Ber-
basis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elekron ik

314.585.772 91,113,{3.020.840

9t,7 t343.020.840 3t4.585.172I Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Pena-
naman Modal yang Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/ Kota

89.5047.105.400 42.157.732Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi
Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

90,'12183.228.040201.965.M0Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkonisasi
Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

94,9489.200.00093.950.000Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

29,2967.600.000 19.800.000

29,29r9.800.00067.600.000I Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi
Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat
Daerah Kabupaten/ Kota

19.800.000 29,2967.600.000Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan
Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan
dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pela-
yanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektreonik

No [ ]rairn Anggaran pads ta-
hun 2021

Realisssi Arggaran
Tahun 2021

Rrsio rntrra real-
isssi drtl snggaran

tahun 2021

3 Program Pelayanan Penanaman Modal

4 kogram Pengendalian Pelaksanaan Pena-
naman Modal

5 Program Pengelolaan Data dan Sistem In-
formasi Penanaman Modal

30



al,'

4oALAH

i
ll.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Perangkat Daerah

a

b

Lemahnya koordinasi antar OPD

Ketidaksesuaian regulasi pusat dengan regulasi daerah.

Adanya keengganan masyarakat dalam memberikan penilaian yang obyektif dalam survey

pelayanan publik ( SKM ).

Tingginya minat investasi pelaku usaha.

Penyerahan kewenangan penandatanganan pelayanan perijinan

Online Single Submission ( OSS )

a

b

c.

l

3t

Tantangan

Peluang

4
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i
11.5. Program lnovasi

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Dinas

Penanaman Modal dan PTSP menciptakan produk inovasi untuk kemudahan

pelayanan kepada masyarat.Adapun produk inovasi tersebut yaitu :

4oALAH

. Keputusan Walikota Denpasar 1 88.451282HK201 6
yang merupakan revisi Keputusan Walikota
Denpasar Nomor 188.45/551HKJ2O11 tentang
Pelaksanaan Pelayanan Peruinan 1 (Satu) Hari Jadi.

. Pelayanan Peri.iinan 1 (Salu) Hari Jadi diberikan
untuk :

1. SIUP dan TDP perorangan dengan neraca
awal perusahaan diatas Rp. 50.000.000
sampai dengan Rp. 100.000.000.

2. SIKTTK (Surat ljin Keria Tenaga Teknis
Ketarmasian)

3. SIKP (Sural ljin Keda Perawat)
,1. SIKPG (Surat liin Keria Perawat Gigi)

5. SIRO (Surat ljin Keria Refraksionis optisen)

6. SIPR lnsidentil & Legalisir liin

o I
I

! _t.

o

-S*-

"T::t,:::t*

Keputusan Walikota Denpasar l{omor
188.45/929/HK/20IG tentang
Pelaksanaan Pelayanan Peliiinan
Keliling

lvlerupakan levisi dari Keputusan
Walikota Denpasar NomoI
1ffi.451451HK2012 tentang
Pelaksanaan Pelayanan Peliiinan
Keliling (Mobile Service)

Layanan Three ln One: Layanan Front
Orrce, Layanan ODS dan Periiinan
Online.

Layanan One Day Service
(oDs)

Pelayanan Perijinan Keliling
(Mobile Service)

o

Til

J
J
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SMS Gateway
. Memberikan informasi Cek Status. Pemberitahuan ijin telah terbit

serta info biaya yang dikenakan dan Pemberitahuan ijin yang ditolak
melalui Media SMS

{
IC

'4
t
) I

. Memberikan informasi posisi berkas pemohon dan
memberikan informasi transparansi biaya retribusi yang harus
dibayarkan oleh pemohon.

. Saat ini sudah dikembangkan dengan menambahkan pada
aplikasi PRO DENPASAR+ (Pelayanan Rakyat Online
Denpasar)

ae

I dt

Pengecekan ljin Melalui
Website dan Aplikasi

Mobile

a

I
I
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Sistem
Pengelolaan
Pengaduan
Pelayanan
PeriJinan

'Sebagai konlrol sosial dalam penyelenggaraan pernerinlah rnaka
pengaduan masyarakat perlu ditangani secara cepat. tepat, efektif. efisien
dan dapat dipertanggungiawabkan

. Terinlegrasi dengan ProDenpasar+

r
I-nsjg !IJIIU ItNT,{DUAN

FB }E i,;U

Periiinan Onlane

FqsD **

Sistem keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retrlbusi liin iiendirikan

Bangunan, [in Gangguan dan ljin Tempat Peniualan Minuman Beralkohol

"oo
E

-
PRO DENPASAR

. Layanan Parijinan Oflline ditujukan Llnluk memberi kemudahan dalam mega.iukan
permohonan Perpaniangan/Daftar Ulang Uin melalui m6.lia online (lntetnel).

sIPoN (sistem hformasi PeiijiD.b online)

oco
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Sistem lnformasi Pencatatan Transaksi Accrual Basis

, !d lnoullodd Sd!, hmld&TmreM

(-.. ,'t tri/:.a , c <af .Ra'g i.'r ''dt ir,,,

? r:-:L ._/

- Dalam rangka membangun
kepercayaan masyarakat atas
penyelenggaraan pelayanan
perijinan dan penanaman modal
yang bermutu, Dinas Penanaman
Modal dan PTSP Kota Denpasar
telah menyusun sistem
manajemen mutu ( lso 9oo1 :

2015 )

Sertafikasi ISO
9OOl : 2015

IA,F
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Ihree ln One

Mobile

Service

, SMS

I
I

I

I
I

I
I

I
\

Tracking

,/ Pemberian lnformasi dan

Penerimaan Berkas

,/ Layanan One Day Service

/ Layanan SIPON

I

\

Layanan
Satu Hari

Jadi
(0ne Day

Service)

[r-]

Three ln One
Mobile Service
(pada Pelayanan

Perijinan Keliling)

Sistem
lnformasi
Perilinan

Online
(srPoN)
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SistemAplikasi
Perijinan dengan
Tanda Tangan Digital

4oALAH

-

Sbtem Pelayanan inidapat diakses secara online ohh masyarakal

mehlui alamat htlp:i/pelayanan,denpasailota,qo,id. Untuk Tahap

Arrraljenis peryinan yang dilayani adabh perijinan seklor kesehalan

dengan jenis fin berupa Sural ljin Praktik Perawal, Kemudian diikuti

oleh Sural ljin Praktik Bklan, Surat ljin Praktis Fisbterapis, Surat ljin

Praklik Eleklronredik, dan Suratljin Terapis Gigidan Mulul. Totalada

5 jenin ilin seklor kesehatan. Jenls Pehyanan ini sudah dihksanakan

mulai ar,rral Juni 2018 dan sampai saat ini (17 Sepl 20'18) telah

dilerbilkan sebanyak 150 ijin bertandatangan digital,

0
, tlltxlollEff

rsraar rrlux[0[\ antrxxi IEta
srTUltln

sdro{rr lrFa u-E oB.rs'
ft, dreat(3 r. g! !

r.,;b-r. rr "'*!dror{

rfi n[a ['dl Dt sttuMflxxDlt
ux lo"rl$ut ]Bntrr tlDlfrlu

$TlDlr$t

El|sarturtrflmrcrfirlnnEmorIE

PaLru inu r{rtlt D{I t8ltNliE wnnlll'
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Pelaksanaan Pelayanan

Gambar Arsitektur Gratis

I
I---!

il
\ \

N

, \
\ .1

/

n

E

xn



I
:

OALAH

Sistem ini diguoakan unruk mengetahui potensi

investasi dengan melakukan pendataan &o
pemetaan terhadap usaha mikro kecil dan

menengah di Kota Denpasar

rT

-r@

SEI.AI,IAT OATAXG DI

s*m rlll,ng,u'a rBni lss|orlo

i,l

SIMPANAS
(Sistem Informasi Pemantauan, Pem-
binaan dan Pengawasan)

t

SIPOIN

Sistem Informasi Potensi Investasi

433n520607

=E

=d

=-=-

38



i

OALAH

APLIKASI CHASSIE

I

Adapur jenis pelayanan yang dilaksanakan
yaitu :

Memberikan informasi terkait pelayanan
perizinan berusaha
Memberikan pendampingan dalam
pemrosesan perizinan berusaha
Memberikan bantuan pendaRaran perizinan
melalui OSS

Sistem chassie ini menggunakan media
whatsapp sehingga mudah digunakan dan
jangkauannya kepada masyarakat sangat
luas dikarenakan sebagian besar masyara-
kat momanfaatkan aplikasi whataapp untul
mengirimkan peaan text 6uale ataupun pe-
san gambarrvideo

Saar ini t apaklibu seda^q tertluE:ung
denqan Chat Aasistant Dinas
Penanarnan Modal dan PTSP
Kota Denpasar atau bisa diPanqqil

Chassie punya beberapa Informasi
yang bisa dipilih. semoqa dapat
rnerfl bantu bapak/ibu rnendaPalkan
rnlorrnasi yaog dibuluhkan. _:_ :.-:

salahkan pilih rnenr.. dlt awah ini :

I O lnforrnasi Petl2inan Kola

B C tnforrnasi Mal Pelayanan

I O tnforrnasi Aplikasi Perizinan
6l o lnforrnasi KBLI 2o2o
I 6 lnforrnasi Konrak
E o rnfo.rnas. LKPM (LaPoran
Kegiaran Penanarnan Modal)
I cr Trackin9 systern (cek stalus
Perrflohonan)
€:t o hput Konsultasi/Peneaduan

Silahkan kerik Nornor yang dipilih : 1
2/3/4/5/6./7/ a ,,.,

Sistem dapat berjalan secara otomatis
selama 24 jam dan apabila ada konsultasi/
p€ngaduan yang masuk melalui chassie ini
maka konsultasi / pengaduan te6ebut
akan otomatis diteruskan kedalam group
whatsapp dari tim pengaduan DPMPTSP'
Hal ini akan mempercepat reapon petugas
dalam menanggapi konsultasi/pengaduan
dari masyarakat dan mempetrnudah
koordinasi dalam tim pengaduan.

39

SIM ATIK
?

Pelayanan perizinan pada Kecamatan yang terintegrasi
dengan pelayanan perizinan melalui OSS (one single Pela-
yanan yang diberikan pada inovasi SIMPATIK (Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha Tingkat Kecamatan) meru-
pakat submission) pada DPMPTSP Kota Denpasar untuk
kelancaran masyarakat dalam mengajukan proses perizinan
DPMPTSP Kota Denpasar dengan melakukan terobosan
melalui kegiatan inovasi SIMPATIK (Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Tingkat Kecamatan), dengan men-
dorong pihak Kecamatan untuk membangun sistem yang
terintegrasi dan terkoneki di Kecamatan sehingga mereka
dapat melayani pelayanan perizinan berusaha berbasis risi-
ko melalui sistem OSS sebagai pelaksanaan Undang-
Undang Nomor ll Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penye-
lenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

EI

I

roos -.ta - 'J6-r.n @

<-@ cxasslE Bor DPMPTSP t: :
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Sistem Smart office ini iuga berfungsi untuk mengintegrasikan sistem yang
dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Polayanan Terpadu Satu Pintu
dengan konsep Single Sign On (SSO) sehingga tidak perlu memasukan
usemame dan password (login) setiap akan membuka aplikasi yang ada.

Sistem lnfomasi Sma office merupakan sistem digital berbasis web yang
dibangun untuk mengelola data dukung pelaksanaan SoP..maupun Non SOP
sena -berfungsi untuk mengintegrasikan sistem yang dimiliki oleh Dinas
Ponanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sistem smart offiee ini terintegEsi dengan whatsapp gateway (lnovasi
Chassie) sehingga memungkinkan sistem untuk menyampaikan- nolifikasi
proses iang terjadi dalam si;tcm kepada pengguna yang dituiu melalui pesan

whatsapp.

STUART OFFICE

* a

I
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BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU .ISU STRATEGIS PERAT{Gi(AT DAERAH

lll.l.ldentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 3.1

Pemetaan pemasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran
Pemban unan Daerah

(4)

t
I

{

.ll t

L
e,

Belum adanya peta/informasi pote.
investasi yang terbaru dan kurangnya
insentif untuk investor

lll.2. Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah TerPilih

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan PTSP

mengacu pada visi pembangunan Kota Denpasar yaitu : " KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA

MENUJU DENPASAR MAJU " dan mengacu juga pada misi pembangunan Kota Denpasar yaitu :

Misi3

Dalam mewujudkan misi pembangunan tersebut maka yang menjadi prioritas yaitu : peningkatan

jumlah investasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik .Dengan dilakukan perbaikan

terhadap permasalahan tersebut diharapkan dapat mendukung visi dan misi kepala daerah dan

wakil kepala daerah terPilih. 
4l

No
Masala h

Pokok
(1) (2) (3)

1 Peningkatan
jumlah
investasi

Belum optimalnya penye-
lenggaraan investasi di
Kota Denpasar

Belum maksimalnya penyederhanaan
birokrasi perijinan

Perlambatan investasi akibat kejadian
luar biasa

Belum optimalnya pengendalian
pelaksanaan penanaman modal

Belum optimalnya indek pelayanan
publik

Belum optimalnya pela-
yanan publik

2 Peningkatan
kualitas
pelayanan
publik

TII
I

Misil
Meningkatkan Kemakmuran
Masyarakat Kota Denpasar melalui
Peningkatan Kualitas Pelayanan
Pendidikan, Kesehatan dan
Pendapatan Masyarakat Yang
Berkeadilan.

Akar Masalah

Xejujuran d3n Spirit S€waka darma
sebagai Penguat Reformasi
Birokrasi menujuTata Kelola
Kepemerintahan yang Eaik
(Good Governance)

I
)

Masalah

Belum optimalnya pemanfaatan
teknologi untuk mendukung
pembinaan daya saing investasi
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lll.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

Pemetaan permasalahan berdampak langsung terhadap sasaran

strategis yang sudah ditetapkan dalam Renstra .Adapun sasaran strategis yang

ditetapkan antara lain :

1. Meningkatnya jumlah investasi di Kota Denpasar

2. Meningkatnya indek pelayanan publik.

Upaya -upaya yang akan dilakukan untuk perbaikan permasalahan tersebut yaitu :

. Menciptakan produk inovasi untuk kemudahan pelayanan perijinan

. Lebih intensif melakukan pembinaan terhadap pelanggaran ijin investasi

. Melakukan sosialisasi penanaman modal, perijinan dan non perijinan kepada

masyarakat dan dunia usaha

. Menyusun kajian kebijakan penanaman modal

. Melakukan evaluasi Rencana umum penanaman modal

. Melakukan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan

instansi pemerintah dan dunia usaha

. Melakukan promosi penanaman modal

Dengan adanya upaya-upaya perbaikan tersebut diharapkan sasaran strategis yang

sudah ditetapkan dapat tercapai.

lll.4.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kota Denpasar belum memiliki Rencana detail tata ruang ( RDTR ) sehingga untuk

penentuan fungsi kawasan maupun zonasi tidak dapat dilaksanakan .RDTR merupakan

dasar untuk menetapkan SKRK ( Surat Keterangan Rencana Kota ) .RDTR / peraturan

zonasi harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Dasar dari RDTR / peraturan zonasi

ditetapkan dengan peraturan daerah yaitu adanya Rencana Tata Ruang Wilayah dan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

l

0r 1Tt

I
)
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lsu strategis merupakan permasalahan yang menjadi isu mendasar terkait dengan
tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Denpasar dalam memberikan pelayanan yang prima di bidang penanaman
modal,perijinan dan non perijinan kepada masyakat selama lima tahun kedepan. lsu-isu
strategis ini dikaitkan dengan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Pemerintah
Kota Denpasar. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar merupakan
pembangunan yang terintegrasi dengan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah
Kota Denpasar dengan memperhatikan kondisi nyata yang berkembang di masyarakat
serta merupakan implementasi dari pencapaian visi dan misi Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar.

1. Belum optimalnya penyelenggaraan investasidi Kota
Denpasar

2. Belum optimalnya pelayanan publik.

LAH

Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagai sebuah OPD yang mempunyai tugas

pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota Denpasar dibidang penanaman

modal, perijinan dan non perijinan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Untuk dapat melaksanakan kewenangannya secara optimal maka diperlukan upaya -

upaya strategis untuk dapat menjawab tuntutan dan keinginan masyarakat dan dunia

usaha. Untuk maksud tersebut diperlukan analisis terhadap kekuatan' kelemahan,

tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam

melaksanakan fungsi pelayanan antara lain :

4oA

lsu strategis terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Denpasar :

E

lll.5. Penentuan lsu - lsuStrategis

lll.5.l.Analisis Lingkungan lnternal-Eksternal ( SWOT )



a Adanya Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota

Denpasar

Pelayanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan berbasis lT

Tersedianya tenaga operasional yang terampil dalam mengoperasionalkan peralatan lT.

Terciptanya produk inovasi

Sistem Pelayanan Perijinan Online

Lemahnya koordinasi antar OPD

Ketidaksesuaian regulasi pusat dengan regulasi daerah.

Adanya keengganan masyarakat dalam memberikan penilaian yang obyektif dalam survey

pelayanan publik ( SKM ).

Tingginya minat investasi pelaku usaha.

Penyerahan kewenangan penandatanganan pelayanan perijinan

Online Single Submission ( OSS )

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

a.

b.

Kondisi lnternal ( Kekuatan )

Kondisi lnternal ( Kelemahan)

a. Belum adanya Master Plan pengembangan penanaman modal dalam negeri di Kota Denpasar

sebagai acuan pelayanan perijinan dan penanaman modal.

b. Kuantitas dan kualitas SDM terbatas khususnya di bidang penanaman modal

c. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan masih pedu ditingkatkan

d. Ketertatasananggaran.

Kondisi Eksternal ( Tantangan)

Kondisi Ekstornal ( Peluang)
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Dari identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal tersebut diatas LAH

maka strategi yang dilakukan dalam jangka menengah adalah strategi diversifikasi

konsentns, artinya meskipun menghadapi berbagai ancaman, Dinas Penanaman Modal

dan PTSP masih memiliki kekuatan dari segi internal.

Strategi Divercifikasi Konsentris, adalah strategi dengan meningkatkan

kekuatan yang dimiliki dalam rangka mengatasi ancaman yang muncul, dengan

gambaran asumsi sebagai berikut:

A. Dengan adanya Standar Operasional Prosedur ( SOP ) diharapkan semua proses

pelayanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan sesuai dengan ketentu-

an yang berlaku dan meminimalisasi kesalahan yang terjadi sehingga adanya SOP

dapat memperlancar proses penerbitan ijin

B. Memanfaatkan Teknologi lnformasi dapat membantu mempercepat proses pen-

erbitan ijin, mempermudah koordinasi dengan instansi terkait dan juga mempermu-

dah interaksi dengan pemohon / masyarakat.

C. Dengan pelayanan birokrasi yang baik, serta didukung tenaga operasional yang

terampil dalam mengoperasionalkan peralatan lT, mobilitas teknologi informasi

serta regulasi perijinan yang konsisten akan dapat dicapai adanya peningkatan

pelayanan publik.

D. Terciptanya produk inovasi setiap tahun diharapkan dapat mempermudah proses

pelayanan penanaman modal,perijinan dan non perijinan, memberikan kemudahan

kepada masyarakat untuk memberikan penilaian terhadap pelayanan yang

diperolehnya dan untuk memberikan semua informasi tentang pelayanan

penanaman modal,perijinan dan non perijinan sehingga nantinya dapat

meningkatkan pelayanan kepada publik

E. Dengan terciptanya sistem pelayanan perijinan online diharapkan memberikan

kemudahan kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan

penanaman modal, perijinan dan non perijinan.

lll.5.2.Strategi SWOT
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARA}I

I
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!V. l.Tujuan dan $asaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Denpasar merupakan dokumen perenc€lnaan pembangunan jangka menengah yang

penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Daerah Kota Denpasar guna mendukung pencapaian Visi pembangunan Kota Denpasar

Tahun 2021-2026: ..KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU "
penjabaran lebih konkrit untuk mendukung visi pembangunan dituangkan dalam misi

pembangunan Kota Denpasar Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1 . Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pe-

layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan .

2. Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan

Kesiapsiagaan Bencana .

3. Kejujuran dan Spirit Sewaka darma sebagai Penguat Reformasi BirokrasimenujuTata Kel-

ola Kepemerintahan yang Baik(Good Govemance)

4. Unggul dalam Kualitas SDM, PemanfaatanTeknologi danlnovasi MenujuKeseimbangan

Pembangunan BerbasisTri Hita Karana .

5. Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali .

Mengacu Pada misi Pembangunan yang perlama dan ketiga, maka Dinas

Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar menetapkan tujuan dan sasaran, sebagai

upaya untuk mendukung tercapainya visi pembangunan Pemerintah Kota Denpasar.
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INDIKATOR SASARANSASARAN

Persontase p€ningkatan jumlah realisasi
invoslasi di Kota denpasa,

t
t

I

Menangkatnya jumlah nilai
investasi di Kota Denpasar

7.

2

L

I
lndeks pelayanan publak

tr,I

MeningkatnJ€ kualhas
p€layanan publik

2.

IT
a

ffi

5.-l

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Denpa8al

NO TUJUAN
TARGET KINERJA SASARAN PADATAHUN

2023 2024 2025 2026

Penanglalan 2
%

Peningkatan 2
%

Peningkatan 2
%

Peningkatan 2
%

Peningkatan 2
96

Optirnalnya pelayanan publik Nrlar 4,35 Nrlar 4.40 Nrlar4.9() Nrlar4.92 Nrlar 4,94
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJA](AN

V. t.Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Arah Kebijakan perangkat daerah lima tahun mendatang dapat dilihat pada table

berikut :.
Tabel 5.1

Strategi dan Kebijakan

s

,^

ALAa

VISI : Denpasar Kreatif Berwawasrn Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan

MISI I

Arah KebijakanSasaran StmtegiTujuan

Menguatkan iklim
lnvestasi

Optimalnya
penyeleng-
garaan investasi
di Kota
Denpasar

Meningkatnya
jumlah nilai
investasi di Kota
Denpasar

Kejujuran dan Spirit Sewaka darma sebagai Penguat Re

menujuTata Kelola Kepe merintahan yang Baik (Good Govemance)
MISI 3 formasi Birokrasi-

Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan
yang efektif dan

efisien

Pelayanan perijinan dan non peri-
jinan berlandaskan Sewaka Dhar-
ma

Meningkatnya
kualitas pelayanan
publik

Optimalnya pe-
layanan publik

I

-

t-

t

F-.al-r
'!

r a

Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan

Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang

Berkeadilan.

Mendorong tumbuhnya
investasi
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Rencana program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar
mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
yang dilaksanakan sebagai implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi yang telah
disampaikan pada bab sebelumnya.

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit
kerja pada perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa
personil (sumber daya manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana
atau kombinasi dari beberapa atau kesemua sumber daya tersebut sebagai masukan
( input ) untuk menghasilkan keluaran ( out put ) dalam bentuk barang/jasa.
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BAB VI
RENGANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
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0.uh. t ,i.t aais.oE EhttsltF.t DbLl, Dlt lr d.n

153.300

lndlhtor lG.ri. Tururn, Se..6n, Progrm, r..abt!n d.n
9b X.da!.n

Rp

2 5 6 8

2



lndlkator KlmrF Tu)uan, S.sr6n, Progrrm,
K€tl.t.n d.n slrb x.Slatan tahun 2021

Lrget Klmrja Program dan X.rangkr Pendanaa.r{ Rlbuan Ruplah )

2022

Target Rp

I 2 3 5 6 7 8

2 13 Prornd PMX!r t usr tBEtlt.h.n lr..r*

suh (.'hirn P..,y.dL.n G.jl d.n lunl.tttn AsN

(.ar.t.n P.hltda.n P.*rr.n Dln.s &sn! &ribut

X..Lt.n P.hv.drr.h Xofr poren ln!t.L6r LLrdk/

P. nt $ D.@Nh.n lryrdn t.elr.t rl.t n

luhl.h OEn3y.n3 M.n.rlma G.jrd.nTunJ.it.n ASN

Junl.h P.k!t P.lii.n Dln.r b.$ft5 Arrbu (.Lhab9.n

P.k r lomponen rnn l.rr Llstrlk/P.n!6na.n

lmx

73 oranE / bulan

19.316.584,ss8

11,3r'3.141,954

SIb (.al.Ln P..Fdl... P.nht n &n P..Lnd.9.n lohLh P.I.t P.al.t.. d.n P.rhnd.p.n x.nto. y.t 5!1.A52,900

Srb (.al.r!n P.nFdl..n P.dl.t.. RlmahTrnBr Juml.h Pak.i PlElrl.n R!m.hTrniar v.ni Dir.dl.kln 371,223,tt'

Slb t aht n P.nv.dL.n g.dna C.l|k n d.n P.nrr.n- llmhh B.nna C.t.k..d.. P.rfa.nd..n y.n3 oB.disk n 59.315

sub (.ri.trn P.!nrdl..n B.h.n 4.o.. drn P.Erunn ludl$ Dokum.n B.h.. E q.. d.. P.nrlnn P..u.d.n,-
Und.r8.. y.ir Dixdl.k n

17.320

.J

Prorram / Keglrttu /sub xethtan

P.tunuh.n koboruh.n s.ji d.6 t{.l.ra.n Asx 11.343.141,95'tl.alit.nAdmlnl5tEsi Ke€Gg.n P.raqk tot.nh

P.tun!r!.. P.laLn din atrlbut P.3u.iK4at n Mmhidarl (ep.arw.Ln P.anaiot tL.Rh

1.037.6p3,344P.n.nulEn l.butG.n .dmhinE.i lmm FEnalrtX.ai.t . Admhl*n3l llmqm Phtk t o..bh



ProSr.n / (c!hr.n / Suh X.tl.t n lndlt tor l(lo.rh Tuiu.n,5.3.ln, P.otom,
rcsbr.n drn trb x.d.t n

Drt...p.Lo p.d!
Lhun 2021

T.rFtXlncdr Prognm d.n K.6rEl, P.nd.n .n ( Rhu.n iupbh ) 2022

T.ry.t RP

I 2 3 5 6 7 8

subl(.abl.n P.iy.dl..n J.n XnlnlLtr,Sqmb., D.yr Judhh t podr P.ny.dh.n J.e xo6unlhlrl, sehb.r
DlY. A,r d.. Ll.trlt y.t Dk dhk n

1676.100

Sqb x.lErrn P.nv.dL.nlrs P.nl.t.n dr. P.rl.nak.p.^ lumhn L.pd.n P.ny.dl..n J.e P..l.t.nd.n
P.,Ltk.p.n l.nior y.n| Dl$dhk n

Su6 riahr.n t ny.db.n J.r P.Ly.n.n Umsm bnlo.

slb (.ri.r.n P.n .rlr..n i.. 9.mllh.dq !by.
P.mlih6.n, 9.1.1 .l.o P.rkr n t nrL n DlB,
O,.n rool .Lu ll!.ron

Junhh L.pd.n P.ny.dL.n J.$ P.hy.Dr trmuE (..tor

lunLh x..d.[.n DlrE Op.di l.t ut p.{r.Ft
Ol!.lrh.E d.n .ltb.y.rLn P.l.k d.n P.rhh.hrm

t.765,852,?56

339.350

sub rid.r.n P.mllh...n/i.h.bllhal S.nD d.n
Pe.D G.durl X. or.t u B.taNr..n l. l.iy.

runLh 5.Eo. d.n P..rE 6.d!q x.nror .t.!
B.ltutun L.lniy. y.,t Drp.lth../ Diohrbllit l

(^
u.) I

F,

x!tl.i.n Jd Pr$si.rr Ul@n ,.ffilnt h.. OE rr P.fi.xn nl.bltrlrFbFm.ffi 5.5!7,952,r55

X.ai.E. 9..Erh.r& Lrr| t lllt Dr..rr ,@nts r.
rl@ P4rlnt.h Di.ra!

P.t!r@h5l.!r,tlin 6.r.t3 6ltl (bah r.$r,8@

, .J
a



Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

Dinas Penanaman lrlodal dan PTSP
Kota Denpasar Tahun 2022-2026

Targct Klnerla Prolram dan X.rahgk Pendanaan ( 8ibu.fl Bupt.h )

2022 2023 2024 2025 m26 KondiilKlnerj, padr akhk periode RPIMO

T.rget Rp Tartet Rp Tar6et Rp Tar83t Rp Target Rp Target

lndllator Klnori. Tuiu.n,
sasaran, Prograrn, x6xlrtan dan

S{! l(agLtan

Data

pad.

202L

RP P€nrn8t
un8

P.otnn/XeSlatrn/Sub
lcti.tan

Tuiuan

10 125 5 7 a 9 t3 74 l5 l5 17 18 19 202 31

2,223,566.
aa9.:'0r

P.ent.B Fdnddt n l0nl.h lN.3

2.22t566,
489,:t01

P.r*nt8. rnlnBkat.. iumlah
6.lls&l lNBt sidi Kot. d.npt{r

2A16 ,or,070 20xP eta lota.l pot.tul ln vest 3ly.n8
dlm.nf..tt.n oLh lnrestor

20% 20x mxFrolrm P!'!ltdb..rn |tI6

102.650P.Et p.n P.Etu.n D..ah
P.hb.rhn F.slllt r / lnsddfdr
aldr( P.6Dmn Mod.l t p.l

142.393biht.n P.mt p.n P.m6..i.n
firlllt.t / rn5..na dl Brd.B PnDmn
Modrtr.4 M.njadl x.sElr.rn
Dlmh x.bup.t n/tot

102 6@Jlml.h p.druEnd..nh / p@inii
d.l.m p.mb.n.. h5rin.s / hsnff
d.n l.mud.h.n p.n.n.mn mod.l

Subt al.t n P.n.t.p.n K.bij.k n
D.@h M.n&n.r PcnS.rl!. F.tllit.s /
rn{ntltd.n x.mudrhrn P.n.n.m.n

Junt.h k.$p.I.r.n k hit6.n.Etr
a urh. b.*r IPMA/PMDN)d.rrrn

Sub tuai.trn Lrlll., k.mhn.n r.na
drhhk n oLh P.m.nnt.h.n bbup.t-

2.9@llhl.h Ekom.hd.rr k bijrk h *tto.
ui.h. y.na 6tul$lny. dih.lmni!!l
r.lkrit P.rlrln.n b.runh. b.rb.3l3

sub (.thnn i.koNnd.5l k.bUrk.n
,fto. uen y.na 6$lr3lny. dlh.re
ntsnlt rLlt P.rllldn 8.ru5.h.

7to.775 201.410 205,239, 765.321,900r(.gi.t n P.mbuat$ P.t. Pot.Bi
rN.tusl lGbup.t.n/ kora

P.nwiun.n l.ponn p.ta pot.nrl
lnv€st.sldrn ,.lu.nc usha di xota
oenp.*r t p.tEktu

Llo.f75luhl.h ,...tu6n D..Eh lP.d.)
i.nen. Uhud P.mmm.n Mod.l

sub K.ai.t.i P.nvcunrn R.ndn.
Unom P..an.m.n Mod.l 0..nh

2t)5.239,
900

Jumlrh dokuh.h P.!. Pot.ntl lnv.*.tlSeb K.,l.l.n P.nyu5un.. P.i. Pot3nsl
rN.!t..1 (.burlren / l(ot

45.r64 326.?74 30.0@ 981.876,320P.rr.nt... F.dnSr.t . lutl.h
lN.tlr di xoL D.nr.er

PEaEm Prm6r Pdltlmn Mod.l

326.214
20

217.laa 9a1876,A20iumlah hFon. p6nr3a ltu.6L.l r.,l.
d[.trdL. sti.p t huh

X6!l.tah P.iy.L.ii.a.n PDmrl
P.n.nrm^ M.d5l yl,t M.nj.dl
K.GB,s.n D..ah trbuD.ton / xot

t poan p.6b..d.y..h utf, d..nh
unruk 6.nllntk ll.n d.yr.lnr
lN.sttsr b.d.{*.n !.ktor @h.

Sebk ,l.t n P.ny$u..nst. .al
PromllP.n.h.m.. Mod.l

34.945,8
20

271ta4 946.408,320

IIII II

ub x.sl.r.n P.l.k6n..n k.rl.un I iuml.h ookuh.n Hr
PDm6.l P.n.^rman Mod.iPon6l P..rn.h.n Mod.l D..nh

4

!70,775

40.233

37.333 17,133

t70.715

201,410 555.54E90O

326.278



P.art . Fnhd.r.n j!d.h rd.! ,)23.566.
{g9.,or

t.a .-r.nhar.onjur{.tr
olB.ti amd.n d xot d.nr..r

2.221.566.
449.30r

ba aljl.t!2 20 ra 20x 6L9.377 L1.t12,{.rt-. t relr$ y.rt r.bh
.do..t rlxr lt p-- r.d.lr.
P.l!.lt.u Morbr ldbrnftr.bn
d..|,r F.r6Ji{. F,r dtl[

tt)2xPrq6 P.l$id.r.n P.brr.n

!12.352 619.3r7 14.t72P.,-nL,.lrh Frt$rihri.n
F Dmnmd.l.hrlpB..
D.ontu., !.,i6tE n d.n

t aLt n P.r.nd.lhn t.Lled.
P.Nmrun raod.r Y.'t Mdl.<ll
t rB't.n o&Eh lobu!.t ,, lor.

llhLhP.l u Uch. y.na
M.nd.D.tk.nP.mum. P.Lt$ltrs

5!b tuthi.n Xddl[.l .Ln
Slnk6^bnP.mbl ..P.LLn..n

57 39261392,unLh P.nr.L{Ln P.m.Lt d.n
H.hb.rn yrna dlh.d.Dt P.bk! urhr
.LLm M.rillrtllln (.,r.Ln

sub X.abt n P.ny.L.Ln
P.m{Lh.n d.n Hrhb.r.n v.nr
dlh.d.pl P.Llo U{h. d.hm
M@.lll.rt n X.tLllh Uth.nF

335.250 t1.7t2luml.h P.l.lu Uoh. flha M.na*on
Bimbrnsrn Lknk / Sorl.lle3l
lhpLm.nl.rl P.i Nn B.rur.h.
!.rb.rk R.rlko d.n P.q.a.rn
P..r.ln.n Lrunh. E rh..k Rrlko

Sub k a[t.n llnblnatnT.lnb X.p.d.

196.735luml.h l(.al.tr. Ueh. d.rl P.l.k!
u{h. v.flLl.h DIrdllr. d.n
Dfu.rnk.d D.t. , P@nl d.n l.tom.5l
X.al.t. n U.. h.d.n P.hku 0lhkul.n
lBp.kl t!r.lt..n D't. olL*utrn
a!rlu.ri P..lhl.n (.9.ruhrn
9.lrk!.n n P.dtl[n E .c.h.

sob X.al.trn P.na.ms.n P.n.M6.n

(rt
(,

P'og6m/xld.l'n/Sub
(€!i.t n

a

lndllrtor (ln.rl. Iuju.n,
Sat.r.n. P.o8ram, Xetlat!. dan

Sub &3ltt n

Oat

mzt

Tarsetxlneria Proft.m d.n xerdmk, Pendan..n I Rlbu.n iuolah I

7022 2023 2024 2025 2026 bndislxineria p.d. athlr p€riode RPJMD

TaGet RP T.rg€t Target Tartet BP Taryel

18

ung

1 2 3 5 6 7 8 9 10 t1 l2 1l l4 15 l6 t7 19 20



ProrEm/ x.8l.t n/sub
f.d.t n

tndltator Kn.ir. Tulu.n, gr.r.n,
Pro!r.m, X"d.ran d.n ssb

KCtbt.n

Drb

Pad.

Tarcet Knerle Prorram dan (eramt P€nda.aan I Rlburtr Ruobh I OPD

Penang&r
nr,awab

2022 2023 2024 2025 2025 xondislxin€ria p3da

8p Tar8et Rp IarSst Targ€t Target Rp

1 2 3 5 5 7 a 9 10 11 t2 13 14 15 16 t7 IE 19 20

lnd.k3 p.l.y.n.n publlk d.l.m l.lqo.l

2

1. 18

Pror6 Pdry.dn ?mffm.n flllC ru .y lGpou. ory.olel 157945 .42.9?2

1. ,.itEn P.Ly.m P.rtlon
dm ild tdUtun So.
lrEdd Snu Ph,6l DlHd.r
?. o'i.. Modl Yxt
M.rj.dr y.rD,g. D-nn

P.nts@n L!o..n D.dDrun md.l,
p.,rjrrn d.n 6 p..ljrdn t.p.r mttu

55,7A7 u5,Im 45r.932

sub k ahr.n P.mnt un
P.mnull.n Xomhmh P.rlrl n

d.n tlon P.rr.in.n P. mmn

Juml.h X.thr.^ Ueh. d.rr ,.l.ku u.h.
yrlt M.nd.p.t p.h.nt u.. P.m.noh.n
Xomnmn P.rl.rn.n 6..6.h. d.n Non
P.ri2l6.h P.^.n.m.n Modrl

133.225 13l,t2s

sub x.ahrt. P.ny.dh. by.n..
konrulrd drh p.na.bL.h
p.n durr mry.rk r t.rtrd.p
p.Ly.Mn t.rp.du P.nrDn d.n

.luhhh OEh3 y.na M.mp.ol.h l.y.ffn
l(omult.rl d.r T.rk lol.nv. P..rrdu.n
M.ry.r.k tT.rn.d.p l.by.nrn T.rp.du
P.rlrlNn d.n Non P.rlzi..n

su6(.abt n P.ny.dltin d.n
P..r.loL.n t Y. n r6$lt tl
P.,ltln n &ru.h. L.b8! iLlro

Jlith p.hts u-b y.lt nMp.reLh
by.rrn *oMt .l !.rthn b.n .h.
,.hld rrn h D.rhlDn b.@h.
h.,b!adt*. i.dit ar..l.dn

1.0@ 11.505

Slb xnLt n,.ny.rlb.h P.L-
FrnP.d.r n Lru.l'. mhlul
shn.m P.tuh.n 8..b.!L iltrko
Ld qn.l*.r ELklrehlk

luDhh P.lku qh. v.nt D.d.p.tk n

P.hv.n.nP.tl n8.@h.rul.lul
Sin h P..lrln.h B.runh. o..b.dr il.lko
T.nnhtE.lldt aLhr6nll

35.000

P.m.hhu.i,. ll5lt,.v.lu.tl,
d.^ p.hpon. dl bld.t P..trln.n

Junl.h k.ar.r.n {.h. y.^a m..d.Et
p. nt.urn, .n.llrlr, .v.lu.!j, d.n
p.l.ponn dl bld.B p.rlrtun b.uh.

110 t6.21' 110 25.OOO 220 41.418

kqrrt P..!a.lolc.! D.t dr
ar'ltn lnldtula.lrr.rD

ti*r.n Frn-!l-tr!.bt oLi 21a.A2S 273.300 1,rt,125

(.alr.n Prt loh.n O.b d.n
h,n.Btl Hr'In d.. ilon
PntlD^ Yrt Ldnr.ar.rl P.d.
Thtt r o-..n r.bop.nn / xd

P.Bnt e r.t .th.rtr rrn d
lriofri ,.hl.on p.oDDn trEd.l,
D.rlil,Dn .Ln En F {h.n

153.3ol) 28.425 273 300 5rt2.200 530.@O L771,125

3!6 k.alri.h t.{oLhrn, P.ny,
t.n d.h 9.mnlxt.. o.tt d.n
lnLrtu3i P.rtlN. d.. Non

P.d.r..n ffi..b Sbr.ft t.l.-
y.mnP.nn 8.rus.n.
T.rl.r.tE.l S.or. EhktDnlk

213.425 10 L,rrt,t25

45.195 69,915

1,OO 65 000 1a5.510

1.000 1.0@ 2.0@

ld) ra

lu,nln Dx. dln riaotutl P.d:lon d.n
tJon P.rlzlE! &rb.tB Sa.t.h P.hv.[n
P.rtlmn a.rueh. T.nhaann s...d
Ehkdnrk v.na DloLh,olk lld.n

273,300 5a2.2@

(,l



T.'tC! (irErl. Program d.n l(.langl. P€nd.n.rn ( Riburn Rupi.h )

2022 2023 2024 ?oz5 zozS Kondisi Xln€fu p.d.

Iaryar

lndltllor loncrlr oab

b2\

Pro!6m / rcthrrn /
slrb K.rirt n

7 205 67

2tr65t5a:"
6ailLy l6.lr.t rl.Ln

o...rr (nl,.l.n / rd
65.59t

74.485.575,03

1!425.999,73 oflna / 11,343,141 7a.aa5,57t0lsubx.al.t nP.ny.dl..n

35 200 291.34O

35.2m 36 700

lu6Lh pnrul 6rd.r.r
lr\ nt i .Ln ilrt3r y.rr
mdtud Fnaldrt n .hn

1047.501 t,212.9).
20

r-218.,3,r20o 122r35.4,70

Umum P.Eltrit D..ah

111,412,40 12!.s02,800 120 83s l75.OOOSub(.tl.t.nt rry.dl..n lumlah P.[.t Xohpon.n

612 r23,500
drnP.rl.Bk p.hxrnlor

501462,90Sub X.tLtl. P.ny.dl..n
P.rl.t.n &n P. .lrrr"

4f7.724.71
8

343.252,920 2.021.710,064slb btl.t.. P..v.dixn

57.305 64 6205!b InLt n t.'ry.dL.n

17 320r6bh oorwr !.h..Scb (.tLt . P.ird..n

IIIIIII

@EE
ETEE5E

ErH

rErI
rEEIET
HEEIEI
EN
E@

ErT
T
TEntnryn

rEry
EtrETII

rE

II

@E

II
IIN

rE
E

TETII
7 1a

58
orrn& /
bobn

37
darlg /
buhn

3t8
ot tB/
bukn

326 5&

255.140 255 tao

555 806,7@

ao2.r49,5@

59 315

323.SO



1@X a.4tL7(U,'10x llDr 6.115,102,'
t5

!@'6 6.6L12:,2 tor 2.7t7.331,0
to

1@X 6.25d0@,qlbnrE P.m|]| Lrnd!

2.500.000 3.955.500t t 676.704 1,ao2 600)uDhh t poon P.nrrdL.n .r..
(omunll.{, suhb.r O.y. Air d.n

tab Xnht . P.iy.dh.n lu
Xomlnlhrl Sumb.r D.v. At d.n

1,50a,712556.500 7 t16,2t2l{mhh L.por.n P.ny.dL.n J..r
t.nLt.nd.n P.n nak r.h lo,*o.

15!b x.rl.tr. P.nY..lh.n l-r
P.nht.nd.n P.d.nak 9.n lantor

L 5.255 710,2 1,229.931,0

5o
19.023,/t96,.,

12
1 t.r35.852,15

6
1,757,@2.1

55
uhl.h !.po.h P.rry.dl n l.t.sub x.ahr.n P.nv.dL.n l.s

P.Ly.^.n uhlm K.,!tot

2.t3/1537
'"iurs:ap0

!:l!lrtqt l.a1trrs
@

Pffirrr l..tr,ll.i b....rI(.Sr.t n t.dura E r-l
Mil Ds.h Pd.l-ra Ulr]s

339.350 {65550,unhh l.ndt n D|m. OD.tr.l6.
.l .t u L.p.i|n l.lr. DrFlt E
.bn dlb.rrrr.n P.l.t dr. hrr-

$b tutai.n P.,lv.dL.n la.
P.mlrh.tun, ar.Y. P.rlih. .,
P.lrt d.n P.d.irn x.nd. n

OIN Oc.ElroEltt u L.p.ra..

L.L6i'57r;l
m

1.500.@0 5,832,655,40lumLhS.nD lhn tMn
G.du{ Lnlclaq E ltwn
L.l.ny. y.l| Olr.llh.a/ Dlrh.brll-

5{b l all . P.r.llh.ad
a.i.$b.l !..D .l.n a.nED
G.dun (.nld .t u Lltdn

t I

Prognm / Xe .tan / Sub
rcdd.n

+2 3

lndiLtor iln€rlr Tuluan,
Sasrr.n, ProA..rn, l.eglattn

d.n glb Xctia!.n

5

lh

P.d.

2021

5

Targ€tKn€ri P'ogram dan Xeranlk. Pend.ntan (Rlbuan Rupl.h l

2022 2023 2024 2025 2026 (ondlrlXine.ir pada alhlr perlod€ RPrMO

Rp Rp Rp Iartet RP

18

Penant8u
ng iawrb

19 201 8 9 r0 ll l2 l3 14 15 16 17

,tr.nE. r.nmfi.! Lbrt lri
6

36.000

1.532.!2r,'

(^
oo



\
a

.lt t
IIBAB VII

TINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAT{ g

Penetapan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Denpasar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, Pada bagian ini

dikemukakan indikator Kinerja dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

10ep.7 59.7 55.42
8.729

2 2 2 2L Pers€ntase peningkatan jumlah
realisasi investasi di Kota
Denpasar

Nilai
4,3s

Nilai
4,40

Nilaa

4.90
Nilar
4,92

Nilai
4,94

Nilai
4,94

lndeks Pelar€nan Publik Nilar Nilai 4.32

N
o

Bldang Urusan,/ lndlkator
Kinerja Pembangunan

daerah
Satuan

Kondisi Awal Tahun
2020

TARGET Kondisi
Akhir
Tahun
20262023 2024 2026

1" Peta lokasi potensi investasi

fang dimanfaatkan oleh
anvostoa

% 20
(1
LG

k6i )

20
(1
Le

kasi )

20
(1
Lc

kasi )

20
(1
LG

l€si )

20
(1
Lo-

kasi )

100
(5Lq
kasi )

2 Persantase Peningkatan
Jumlah inveslor da Kota
Oenpasar

% 6.193 investor 2 2 2 2 2 10

3 Fntase pemanfaatan
data oleh stakeholder

% 100 100 100 100 100 100 100

4 Peisentase perusahaan yang
sudah melaporlGn LI(PM
( Laporan Kegiatan Pena
naman Modal ) dibandingkan
dengan perusahaan yang
dibir€

% 77.22 20 20 20 20 20 20

5 llilai suNey kepuasan
mas)€rakat

Nrlai Nilai87.85 Nilai
87,87

Nilai
87,89

Nilai
47,91

Nilai
87.93

Nila
47,95

Nilai
47.95

Tabel 7.1

lndikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar

I

N
o lndlkator Kinerja Lhama Satu

an
Kondisi Alval
Tahun 2020

TARGET Kondisi
Akhir
Tahun
20262022 2023 2024 2025 2026

Tatr.l7.2
Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar yang Mengacu

Pada lndikator Kinerja Daerah Kota Denpasar



BAB VII
PENUTUP

Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar tahun2021-
2026 merupakan dokumen resmi untuk mengawali
kegiatan dalam memberikan pelayanan secara langsung
kepada masyarakat kearah yang lebih baik.

Rencana strategis diharapkan dijadikan acuan
dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Denpasar yang dapat diukur dan dipergunakan
sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan.

Semoga dengan Rencana strategis ini, upaya
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Denpasar dapat lebih terarah, terukur dan dapat

memberikan pelayanan penanaman modal, perijinan dan

non perijinan sesuai dengan harapan masyarakat. w,
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